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ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA

(Studi Putusan Nomor 128/ PID/SUS/2014/PN.TK)

Oleh:

BAYU MJ. PRADHANA

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung
jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh
undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.Untuk
membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah
perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Namun ada
beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut
menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu
saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk
memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap
masyarakat Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi
ini yaitu: (1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan
Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan (2) Bagaimana Proses Penjatuhan Hukuman
Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis
empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan
studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan
data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam
bentuk uraian, dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik
kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penerapan hukum pidana materil oleh
Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum POLRI dalam
putusan perkara No. 128/PID.SUS/2014/PN.TK telah tepat, karena tindak pidana yang
dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari syarat pemidanaan atau telah
memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika
golongan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Adapun saran penulis agar semakin ditingkatkannya pengawasan terhadap para pelaku
Perlunya pegawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap
tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian
sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para
pelaku. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan
terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedarannarkotika.
Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak
pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi
panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota
kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi
kepolisian.

Kata Kunci : Narkotika, Anggota Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian



ABSTRAK

CRIMINAL RESPONSIBILITY TO POLICY MEMBER WHO ACCESSIBLE
CRIMINAL INFRINGEMENT OF DRUGS

(Study of Decision Number 128 / PID / SUS / 2014 / PN.TK)

Oleh

BAYU MJ. PRADHANA

A criminal offense is an act committed by a responsible human being whose conduct is
prohibited or ordered or permitted by criminal law which is sanctioned in the form of
criminal sanction. To distinguish an act as an offense or not a criminal offense is whether
the act is granted criminal sanctions or not given criminal sanctions. But there are some
police officers who even abuse their authority by using and distributing drugs or drugs.
This of course can lead to loss of public confidence to the police to provide assurance of
legal certainty or provide legal protection to the community Based on the description that
became the main problem in this thesis are: (1) How Criminal Liability Against Police
Members Who Conduct Criminal Acts of Abuse Drugs and (2) How the Punishment
Process Against Police Officers Conducting the Crime of Drug Abuse

The problem approach used is normative jurisdiction supported by empirical juridical. The
data used are primary and secondary data, data collection with literature study and
interview. While data processing through the stage of data examination, data selection, data
classification, and data systematization. The data that have been presented in the form of
description, discussed and analyzed descriptively qualitative, for further drawn conclusion.

Based on the results of research that has been done, the application of criminal law material
by the Judge to the criminal act of abuse of Narcotics by POLRI elements in the decision of
case no. 128 / PID.SUS / 2014 / PN.TK is appropriate because the crime committed by the
Defendant has fulfilled the elements of the criminal requirement or has complied with the
provision of sanction against the crime of drug abuse of class | as referred to in Article 127
paragraph (1) letter a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics.

As for the author's suggestion to increase the supervision of the perpetrators of the need for
supervision on the implementation of criminal sanctions and internal sanctions against the
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criminal acts of narcotics abuse committed by members of the police so that sanctions can
be applied with a firm and give a deterrent effect to the perpetrators. Police officers and
related institutions to intensify the supervision of the alleged routes of entry of narcotics
circulation. Provide sanctions weighing against members of the police who committed
criminal acts, especially narcotics because police members should be a role model for the
community. This is intended to be a learning for other police members not to commit acts
that violate the code of ethics of the police profession.

Keywords: Narcotics, Police Officers and Police Code of Conduct
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat
bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau
dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi
pidana.Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan
tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak

diberi sanksi pidana.*

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana
penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba
temasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak
menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut
UU Narkotika). Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan
melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena

ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan

'Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman. 22.
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berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik,

mental dan kehidupan sosial.?

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah utama yang serius di
berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara
yang sedang berkembangtidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa
masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian
dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini
disebabkan karna narkoba merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai
bila tidak digunakan dengan ketentuan medis. Narkoba juga memberikan
keuntungan yang besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering

dilakukan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini telah dilakukan secara
terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi
barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari
baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah
merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja
yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun
negara dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga
para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota
keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif

lainya itu.?

Mardani. 2007. Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 52.
*Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky. 2003.Tindak Pidana Narkotika, Jakarta:
Ghalia Indonesia.halaman. 1.
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Pengaturan narkotika berdasarkan UU Narkotika, bertujuan untuk menjamin
ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah
penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Aparat
penegak hukum yang menindak lanjuti kasus tindak pidana mengenai
penyalahgunaan narkoba adalah polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga

pemasyarakatan.

Untuk mencapai kerja yang positif baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih
dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh
pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan.
Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja
keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh
jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal
tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud
tersebut tidak tercapai.Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang

dihinggapi oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan
penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan
terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak
adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya

sebagai penegak hukum.Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para

*A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011. Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 5.
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penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme

aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara
keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi
sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib
melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa
oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut

menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat
kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan
perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan
penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas
untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik
bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun
sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan
narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra

polisi itu sendiri.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka
meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap
masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan
pada saat dilaksanakanya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira,

tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan ( Inspektorat )
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maupun bidang Propam ( Profesi dan pengamanan internal ), baik dengan metode
berkala maupun inspeksi memdadak ( sidak ) yang disertai test urine kepada
seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling
rendah ( Bintara ) sampai dengan Perwira Tinggi ( Jendral ) yang dilakukan
bekerja sama dengan Badan Naional Narkotika Propinsi ( BNNP), demikian pula
upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan
narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukanya
kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumanya hingga pemecatan atau

pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas akepolisian.

Data dari polda lampung menyebutkan sepanjang tahun 2014, ada 47 oknum
anggota polri yang di duga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.Namun,
dari jumlah itu baru 17 oknum anggota polri yang sudah terbukti bersalah dan
langsung di PTDH. Sementara itu sisanya, sampai saat ini masih dalam proses

pemeriksaan di polda Lampung.®

Kasus penyalahgunaan narkotika yang telah diputus didalam PUTUSAN Nomor :
128/PID/SUS/2014/PN.TK, salah satunya dilakukan oleh terdakwa bernama Ferly
Nofriansyah bin Joni. Terdakwa Ferly Nofriansyah merupakan salah satu anggota
polri yang bertugas di Polres Bandar Lampung. Dalam putusan tersebut, terdakwa
Ferly Nofriansyah bin Joni diadili dan dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

golongan I dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.

*http;//www. rri.co.id
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Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab
adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap
pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran
dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan
pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki
agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum
berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan

saja.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu
memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan
tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga
keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh
oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu
dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi
dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang
bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan
peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal

yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji perkara
tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota Polri sebagai tersangkanya,
sesuai PUTUSAN Nomor : 128/PID/SUS/2014/PN.TK yang hasil penelitianya
akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul

“Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan
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Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/

PID/SUS/2014/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri yang
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

b. Bagaimanakah proses penjatuhan hukuman terhadap anggota polri yang

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana. Adapun
lingkup permasalahannyaadalah:
a. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah hukum pidana yang berkaitan
dengan proses hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkoba.
b. Ruang Lingkup Objek Kajian
Ruang lingkup objek kajian adalah Putusan Nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK

yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri yang
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b. Untuk mengetahui penjatuhan hukuman terhadap anggota polri yang

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut:
a.Kegunaan Teoriti

Penelitianini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkem-bangan
pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai pertangguangjawaban pidana

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah:

(1). Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya
hukum pidana;

(2). Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi
yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan

permasalahan dan pokok bahasanpertanggungjawaban pidana.



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

a.Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak
pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu
adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggung jawaban
pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang
dibangun oleh hukum pidana untuk berekasi terhadap pelanggaran atas

“kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika
melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan
oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan
diminta pertanggung jawaban apabila perbutan tersebut melanggar hukum. Dilihat
dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu

bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggung jawaban.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku
sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah

penanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas
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pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada
kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai
pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut
pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner
kesalahan diartikan sebagai keadaan pysikis yang tertentu pada orang yang
melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan
tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga

orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggung jawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum
pidana.Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin
pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan
demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal
dipahami oleh pembuat,dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin
dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak
pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia
akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika
ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah
orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal yang merupakan masalah

pertanggung jawaban pidana.

b.Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang
mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh

keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk
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memutus suatu perkara pidana.Untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam
persidangan, barang bukti secara material sangat berguna, untuk hal ini
dikarenakan Hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didasari pada

sedikitnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Pertimbangan hakim dalam memberi berbagai macam putusan, dapat dibagi
dalam dua kategori. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam

berbagai putusannya®, kategori itu adalah sebagai berikut:
(1). Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-
Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang
dimaksud antara lain:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah
pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil
pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun

subsidair.
b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP dalam Pasal 184 butir e, digolongkan
sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami

® Rusli Muhammad (2006:124)
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sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam
bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan
terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para
saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan

hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah
keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi
nyatakan disidang pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat
bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, bukan merupakan kesaksian de auditu
testimonium dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan

mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan
penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang
meliputi: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian
diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; Benda yang
dipergunakan secara langsung untuk commit to usermelakukan tindak pidana atau
untuk mempersiapkan; Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi
penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk
melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung

dengan tindak pidana yang dilakukan.
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e. Pasal-pasal

pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya Dalam praktek
persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan
perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk
membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan
terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal
peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-
unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum
kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal
hukum pidana tersebut.Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa
yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam
putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan,
dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.Dan pasal-pasal

tersebut dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim (Pasal 197 KUHAP).

(2). Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:
a. Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pasa diri terdakwa dalam
melakukan tindak pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam
melakukan perbuatan kriminal meliputi: Keadaan ekonomi terdakwa;
Ketidakharmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarganya,

maupun dengan orang lain.
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b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan tedakwa sudah pasti membawa korban ataupun
kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan
yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas,
paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. namun
akibat demikian yang telah ditimbulkan terdakwa tidak selamanya menjadi dasar
pertimbangan hakim.Sebagian putusan hakim ada yang mempertimbangkan
tentang akibat hukum terdakwa, tetapi ada pula sebagian dari putusan hakim itu

tidak mempertimbangkannya.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun
psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial
terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan,
sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-
lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang

dimiliki dalam masyarakat.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Baik dalam KUHP pidana maupun KUHAP tidak ada suatu aturan yang mengatur
dengan tegas mengenai keadaan social ekonomi terdakwa dapat dijadikan dasar
pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun

didalam konsep KUHP pidana yang baru, bahwa pembuat, motif, dan tujuan
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dilakukanya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat,
riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan si
pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan
pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana 20 yang dilakukan
dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

berupa pemidanaan.

e. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar
meletakkan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian
dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama

terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-

arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.

Berdasarkan definisi di atas, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak

pidana yang dilakukannya.
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b. Anggota POLRI adalah anggota kepolisisan nasional di Indonesia yang
bertanggungjawab langsung dibawah presiden.

c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana.

d. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat dan zat-zat berbahaya lain
dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan dan/atau penelitian serta

digunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar.

E. Sistematika Penulisan

Untuk membedakan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang
menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan penyusunannya terdiri dari
5 (lima) Bab, yaitu:

Il PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan,
perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan dari berbagai konsep yang digunakan dalam
penelitian dan diambil dari berbagai referensi yang sesuai dengan permasalahan
yang dikaji meliputi pertanggungjawaban pidana terhadap anggota POLRI yang

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
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I11. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
yang berisi metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber,

prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian
mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang

ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat
hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan
dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang

berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung jawaban Pidana
1. Pengertian

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai
toerekenbaarheid, criminal responbility, criminal liability. Pertanggung jawaban
pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa
dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau
tidak.Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela yang dilakukan
oleh masyarakat dan harus dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya atas
perbuatan yang dilakukan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan
dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Didalamnya
terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatanya. Jadi, apabila
dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu

berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatanya.’

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang

Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia). Bandar Lampung: Universitas Lampung. halaman. 95.
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yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal
apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau

tidak.

Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.®

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah
melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah
ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan
yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas
tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan
tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau
(pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka
hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung
jawabkan.  Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap,pengaruh
bawah sadar, melindur, menganggu karena demam, nyidam dan lain sebagainya.
Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

®Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru. halaman. 75.
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1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan
dilaksanakan atau tidak; dan

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan
“jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan
“berfikir” (verstanddelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah
yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens.
Terjemahan dari verstanddelijkevermogens sengaja digunakan istilah “keadaan

.. 9
dan kemampuan jiwa seseorang”.

Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan
untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan
atas suatu tindak pidan yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang,
bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya,
dapat dilakukan oleh siapa saja.Lain halnya jika tindakan merupakan menerima
suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk

keuntungan sendiri.
2. Unsur-Unsur

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban
pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan

perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia

°E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Storia
Grafika. halaman. 250.
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melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang
melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas
perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum,
maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada
kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur
kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.
Maka untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa,

terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Melakukan perbuatan pidana;
b) Mampu bertanggung jawab;
c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

d) Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka
orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan

mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.™
B. Tindak Pidana
1. Pengertian

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau

90p.Cit. Roeslan Saleh. halaman. 75-76.
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kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah
perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan
kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi

norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian

tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata

hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.™*
b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.*?
c. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan
undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan

ancaman pidana.’®

d. Wirjono Prodjodikoro

10p.Cit. Tri Andrisman. halaman. 70.
120p.Cit. Tri Andrisman. halaman. 70.
*Bambang Poernomo. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman. 86.
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Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman

pidana.**

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat
diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang

mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur

Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum
terbagi dalam 2 (dua) pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu
pandangan/aliran monistis dan dualistis.Perbedaan pandangan ini membawa

konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana.

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian

tindak pidana, la memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia (positif atau negative; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

b. Diancam dengan pidana;

c. Melawan hukum;

d. Dilakukan dengan kesalahan;

e. Orang yang mampu bertanggung jawab.™

¥wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco. halaman.
55.
1>Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto. halaman. 40.
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Menurut Moeljatno, seorang penganut aliran dualistis dalam merumuskan
pengertian tindak pidana, la memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai

berikut:

a. Perbuatan (manusia);
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan

c. Bersifat melawan hukum.®

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi,
unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam

KUHP Pidana, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

a. Unsur tingkah laku;

b. Unsur melawan hukum;

c. Unsur kesalahan;

d. Unsur akibat konstitutif;

e. Unsur keadaan yang menyertai;

f.  Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

I.  Unsur objek hukum tindak pidana;

J.Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.*’

16 1h;

Ibid, 43.

" Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana |. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
halaman.82.
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C. Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada umumnya diartikan
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.Doktrin
membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van
Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:*®

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut,
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang
diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara
bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang

harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai

berikut:*®

a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk
dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan
hukuman ataas pelanggaran pidana.

b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara
mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan

orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum

8| eden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 2.
Y1bid, halaman. 2.



26

pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta

mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan
secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-
konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.
Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan
bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat

jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan
sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang
pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan
serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila

melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.
2. Teori Tujuan Pemidanaan

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan

pemidanaan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:*

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara

menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti

% Wirjono Prodjodikoro. 1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur
Bandung,.halaman. 16 .
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orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak
melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan
agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi

masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan
masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat,

serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai

dengan suatu pemidanaan, yaitu :

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
dan

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-

cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan,

pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan
kejahatan atau tindak pidana.Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori

Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis,
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seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan
hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain
hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana yang dinyatakan
Muladi bahwa: # “Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada

perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-
mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan
etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman
itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah

etika yang jahat ke yang baik.
b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah
alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda
dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi
hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan
proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini Bahwa:

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana

217ainal Abidin Farid. 2002. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 11.
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mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

kesejahteraan masyarakat”.22

c. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat
plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut
(pembalasan) sebagai satu kesatuan.Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan
mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik
moral dalam menjawab tindakan yang salah.Sedangkan karakter tujuannya
terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau

perubahan prilaku terpidana dikemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan

sebagai berikut:?®

a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala
masyarakat.

b. llmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan
hasil studi antropologi dan sosiologis.

c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah
untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh
karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan

dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

*?|bid, halaman. 11.
Djoko Prakoso. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses
Pidana. Yogyakarta: Liberty. halaman. 47.
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Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu
selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah
memberikan pemidanaan dan pendidikan.Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan
dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam
delik ringan.Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak
tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat
tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan

dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

D. Narkoba

1. Pengertian

Narkoba adalah obat, bahan, zat bukan makanan, yang jika diminum, dihisap,
dihirup, ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan
syaraf pusat) dan seringkali menyebabkan ketergantungan. Narkotika,
Psikotropika dan zat Adiktif lain, termasuk minuman beralkhohol merupakan
golongan narkotika. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba bukan

untuk maksud pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengarunya.

2. Jenis-Jenis

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman baik
sintetis, maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan

kesadaran, menghilangkan/mengurangi rasa nyeri.
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Ada 3 golongan narkotika menurut pontensinya menyebabkan ketergantungan :

(1).Narkotika golongan | : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan
dan tidak digunakan untuk pengobatan. Contoh: heroin, kokain dan ganja.
(2).Narkotika golongan Il : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan
digunakan pada pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contoh : morfin dan
petidin.

(3).Narkotika golongan Il : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan
banyak digunakan dalam terapi. Contoh : kokain.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat/obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat

dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku.

(1).Psikotropika golongan | : sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak
digunakan dalam pengobatan. Contoh : MDMH(Ekstrasi), LSD, dan STP.
(2).Psikotropika golongan Il : berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan
digunakan pada pengobatan secara terbatas. Contoh : amfetamin,

metamfetamin (sabu),fensiklidin (PCP), dan ritalin.

(3).Psikotropika golongan 111 : berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan
dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contoh : pentobarbital,
flunitrazepara.

(4).Psikotropika golongan 1V : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan
dan sangat luas digunakan dalam pengobatan. Contoh : mogadon(MG), pil

BK, nitrazepam dll.
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c. Zat Psikoaktif lain

Psikoaktif lain adalah zat/bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang

berpengaruh terhadap kerja otak.

(1). Alkohol pada minuman keras, terdiri atas:
(a). Golongan A dengan kadar etanol 1-5%, contoh: bir
(b).Golongan B dengan kadar etanol 5-20%, contoh: minuman anggur
(c). Golongan C dengan kadar etanol 29-45% conto: whiskey, walker, vodka,

dll

(2).Inhalansi/Solven, adalah gas/zat pelarut yang mudah menguap berupa
senyawa organik yang sering digunakan untuk berbagai keperluan industri,
kantor, bengkel, toko dan rumah tangga. Contonya lem, bensin, thiner,
aerosol, acetan, yang disalah gunakan dengan cara dihirup.

(3).Nikotin, merupakan bahan penyebab ketergantungan. Contoh : pada rokok.

E. Kepolisian

1. Pengertian

Pertama kali ditemukan polisi dari bahasa Yunani Politea yang berarti seluruh
pemerintah Negara kota. Di Indonesia pada zaman belanda istilah polisi dikenal
melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan
menjadi 4 (empat), yaitu bestuur, politea, rectspraa dan regeling. Pada

pengertian diatas, polisi (politie) termasuk organ-organ pemerintah yang
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mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban kewajiban

umum.?*

Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarminto dikemukakan bahwa

istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara
keamanan dan memelihara ketertiban umum.

b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban
umum.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) disebutkan

bahwa:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang
merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud

dalam ayat 1.

*Warsito hadi utomo.2005. Hukum Kepolisian Indonesia.lakarta: Prestasi Pustaka. halaman. 5.
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2. Tugas dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU Kepolisian

Pasal 13 adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepolisian

Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

0. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
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h. Menyelenggarakan identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh
instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas polisi; serta

I.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD

Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan

kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi,

melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau
mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh
karena itu kita berharap agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami
kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu
diberikan. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri

umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
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Wewenang-wewenang umum Yyang mendasarkan tindakanyang dilakukan
polisi dengan asas legalitas dan plichmatigheidyang sebagai besar bersifat
preventif.

Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat
Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana

sebagian besar sifatnya represif.

Menurut UU Kepolisian, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian

Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisinan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

Mencari keterangan dan barag bukti;

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
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k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

I.  Memberikan bantuanpengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadila, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Kode Etik Profesi POLRI

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti
adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.Bentuk jamak dari ethos adalah ta
etha artinya adat kebiasaan. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

a. llmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan
kewajiban moral (akhlak);
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-
tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh

orang lain atau terhadap dirinya sendiri.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok
profesi, yang mengarahkan atau member petunjuk kepada anggotanya bagaimana
seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata
masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang

bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan
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dari luar.Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok
profesi, serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi

anggotanya.?
Pedoman Pengalaman Kode Etik POLRI

a. Setiap anggota POLRI insane Rastra Sewakottama :

(1). Mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa;

(2).Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi;

(3). Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dengan tekat juang pantang menyerah;

(4).Menegakan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam
masyarakat secara adil dan bijaksana;

(5).Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud

pangilan tugas pengabdian yang luhur.
b. Setiap anggota POLRI insane Nagara Yanottama :

(1). Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga
masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan
kerja dan kesejahtraan lahir batin;

(2). Menampilkan dirinya sebagai warga Negara yang berwibawa dan dicintai

oleh sesama warga negara;

2 Abdulkadir Muhammad. 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. halaman.
77.
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39
Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh keikhlasan dalam
tugas, kesungguhan serta selalu menyadari bahwa dirinya adalah warga

masyarakat di tengah-tengah masyarakat;

Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan kemampuaan dirinya
menilai tinggi mutu kerja penuh kreatif dan efisien serta menempatkan
kepentingan tugas secara wajar di atas kepentingan pribadinya;

Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta kesetiakawanan
dalam lingkungan tugasnya maupun dalam lingkungan masyarakat;
Menjauhkan diri dan sikapnya dan perbuatan tercela serta memelopori setiap

tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya.

c. Setiap anggota POLRI insane anucacana Dharma :

).

).

(3).

(4).

Selalu waspada, siap sedia dan sangup menghadapi setiap kemungkinan

dalam tugasnya;

Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan
wewenang;
Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan mendahulukan

cara-cara pencegahan dari pada penindakan secara hukum;

Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya

memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
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(5). Bersama-sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainya dan
peran serta masyarakat, memelihara dan meningkatkan kemanunggalan

POLRI —rakyat;

(6). Meletakan setiap langkah tugas sebagai bagian dari pencapaian tujuan

pembangunan nasional sesuai amanat penderitaan rakyat.



I1l. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif (normative law research),
makapendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode
pendekatan normative - terapan (applied law approach). Tipe pendekatan
normatif-terapan yang digunakan pada penelitian ini adalah judicial case study
yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan
konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap

melalui proses pengdilan melalui putusannya®.

Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum,  yaitu pendekatan

yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku,
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara
melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang
dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi
dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian

lapangan (field researh).?’

*|bid, Halaman 149.
7 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2009, halaman. 13-14



42

B. Sumber Data dan Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelah data sekunder, maka biasanya

penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya®®. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak

ukur terapan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

a. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

c. Putusan Nomor128/PID/SUS/2014/PN.TK.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang

berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum pidana

dalam kasus pertanggung jawaban pidana atas suatu tindak pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus,

pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi lainnya seperti

wawancara yang berhubungan dengan penelitiansebagai data penguat.

830erjonoSoekanto. 1994. PengantarPenelitianHukum.Depok: Universitas Indonesia Press.
Halaman 69.
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C. Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasumber merupakan orang yang
mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam

penulisan skripsi ini yaitu;

1. Hakim : 1 orang
2. Direktur Satuan Narkoba Polda Lampung : 1 orang
3. Kapolresta Bandar Lampung : 1 orang
4. Dosen :1orang +
Jumlah 4 orang

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, makametode
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan
cara mengumpulkan, kemudian mengutipliter atur dan perundang-undangan yang
mendukung dan berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan
cara mempelajari, mengutip, menelaah, dan menganalisis Putusan Nomor:
128/PID/SUS/2014/PN.TK

3. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan sebagai data pendukung
dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan Direktur Satuan Narkoba
Polda Lampung dan Kapolres Bandar Lampung di Polda Lampung Direktorat

Reserse Narkoba di JI. W.R. Supratman No. 01 Teluk Betung- Bandar Lampung.
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E. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan
cara:

1. Pemeriksaan Data (Editing)

yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai
dengan masalah.

2. Rekonstruksi Data (Reconstructing)

yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah
dipahami dan diinterprestasikan.

3. Sistematisasi Data (Sistematizing)

yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan

urutan masalah?®.

F. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-
masing, makalangkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data bertujuan
untuk menginterprestasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu

dengan memberikan penjelasan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,

®Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Halaman. 182.
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logis, tidak tumpang tindih, danefektif, sehingga memudah kan interpretasi data

dan pemahaman hasil analisis®.

%50erjonoSoekanto. Op.Cit. Halaman. 127.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 Penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana
penyalahgunaan Narkotika oleh oknum POLRI dalam putusan perkara No.
128/PID.SUS/2014/PN.TK telah tepat, karena tindak pidana yang dilakukan
Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari syarat pemidanaan atau telah
memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan
narkotika golongan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika
yang dilakukan oleh oknum POLRI dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat
karena Hakim dalam perkara No. No. 128/P1D.SUS/2014/PN.TK menjatuhkan
pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti
surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah.
Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta- fakta yang terungkap
dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana
penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah

melakukannya.
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3 Penerapan Kode Etik Profesi POLRI terhadap perbuatan Briptu Ferly
Nofriansyah, yakni dijatuhi sanksi internal berupa sanksi disiplin yang terdiri
dari pemberhentian secara tidak terhormat. Dalam hal ini, penulis kurang
sependapat dengan penerapan sanksi internal yang dijatuhkan terhadap
Terdakwa (Briptu Ferly) yang semestinya dijatuhkan sanksi internal berupa
pemberhentian secara tidak hormat (pemecatan) dari Dinas Kepolisian Negara
Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan
pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi karena Briptu Ferly telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dan telah dijatunkan pidana berdasarkan putusan perkara No.

128/PID.SUS/2014/PN.TK.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran, yaitu:

1 Perlunya pegawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal
terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota
kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek

jera kepada para pelaku.

2 Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan
terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran

narkotika.

3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang

melakukan tindak pidana khususnya narkotika karena seharusnya anggota
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kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar
menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak

melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.
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